SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA ROBOLINGGO
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

DI KOTA PROBOLINGGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;

bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas dan permukiman
kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota
berdasarkan penetapan lokasi permukiman kumuh yang
didahului proses pendataan;

bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
penetapan lokasi permukiman kumuh wajib dilakukan
pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
bahwa lokasi kawasan permukiman kumuh sebagaimana
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 74 tahun 2019 tentang
Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota
Probolinggo, setelah dilakukan verifikasi di beberapa lokasi,
tidak sesuai dengan kriteria dan indikator kumuh sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penetapan Lokasi Kawasan

Permukiman Kumuh Tahun 2020 di Kota Probolinggo;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5222);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5103);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
Peraturan Dacrah Nornor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nornor 11 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Nomor 42);



18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 188 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019
Nomor 188);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2020 DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh

Tahun 2020 di Kota Probolinggo sebagai berikut :

a. lokasi kawasan permukiman kumuh di Kota Probolinggo meliputi sejumlah 4
(empat) lokasi, di 2 (dua) Kecamatan, dengan luas total sebesar 53,14 ha (lima
puluh tiga koma empat belas) hekto are;

b. lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan satuan permukiman
dalam lingkup wilayah kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan
bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta
sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

c. lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan peta dasar Kota Probolinggo
sebaran kumuh tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dasar :

a. penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang
merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional
Pengentasan Permukiman Kumuh; dan

b. komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan peningkatan kualitas
permukiman kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas
pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-

sama Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.

Pasal 3
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo
Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di

Kota Probolinggo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Agustus 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

( [

J
TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014
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SALINAN LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH TAHUN 2020 DI KOTA PROBOLINGGO
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WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN



